BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah
diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hak menentukan nasib sendiri (the right of self-determination) rakyat
Timor Leste, tidak dapat dikatakan mengurangi kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena secara historis Timor Leste
bukan merupakan bagian dari NKRI. Wilayah-wilayah yang menjadi
bagian dari NKRI adalah wilayah-wilayah yang dulunya merupakan
jajahan dari Pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan Timor Leste tidak
termasuk daerah jajahan Pemerintahan Hindia Belainda, melainkan
merupakan daerah jajahan Portugis.

2. Hak menentukan nasib sendiri (the right of self-determination) rakyat
Timor Leste, juga ridak bertentangan dengan hukum internasional. Karena
hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak fundamental yang
dimiliki oleh setiap Negara di dunia. Selain itu hak ini dicantumkan
sebagai Pasal pertama oleh masyarakat internasional dalam dua instrument
utama hak asasi manusia (Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil
dan Politik dan Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya). Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Internasional tentang Hak-
hak Sipil dan Politik menyebutkan bahwa semua bangsa berhak untuk

menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk
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menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan
ekonomi, sosial dan budaya mereka. Perjanjian Internasional mengenai
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya juga mengatur hal yang sama Pasal
1 ayat (1) Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya juga menyebutkan bahwa semua bangsa berhak untuk
menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk
menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan
ekonomi, sosial dan budaya mereka. Selain itu, di dalam Piagam PBB juga
mengatur tentang hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri. Pasal 1 ayat
(3) Piagam PBB juga menyebutkan bahwa mengembangkan hubungan
persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip
persamaan hak dan penentuan nasib sendiri masyarakat, selain itu PBB
juga mengeluarkan berbagai resolusi diantaranya Resolusi Majelis Umum
PBB nomor 1514 pada tanggal 14 Desember tahun 1960 atau yang lebih
dikenal dengan judul Declaration on the Granting of the Independence to
Colonial Countries and People, deklarasi ini sebagai interpretasi dari
Piagam PBB dan pengimplementasian hak penentuan nasib sendiri sebagai
dasar perjuangan suatu bangsa, selanjutnya Majelis Umum PBB juga
mengeluarkan Resolusi Nomor 1541 tentang penentuan nasib sendiri pada
tahun 1960, resolusi tersebut mencantumkan alternatif pilihan bagi
wilayah yang belum berpemerintahan sendiri untuk menentukan status

politik sendiri.
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B. Saran

Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak yang dimiliki
olen setiap Negara di dunia, oleh karena itu setiap Negara wajib
menghargai hak suatu bangsa untuk menentukan sendiri status politik
negaranya. Selain itu Negara-negara di dunia juga wajib menahan diri
untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam
perdamaian dan keamanan suatu bangsa.

Dalam kasus Timor Leste, terlihat jelas bahwa kelambanan dan
ketidak efektifan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menjadi salah satu
faktor yang menyebabkan terjadinya perang yang berkepanjangan di
Timor Leste, maka kedepanya penulis mengharapkan PBB tidak hanya
sekedar mengeluarkan berbagai resolusi yang mengutuk segala tindakan
kekerasan di dunia akan tetapi diharapkan agar PBB melalui Dewan
Keamanan dapat menjalangkan misinya dengan baik sehingga konflik di

dunia dapat diminimalisir.
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